
BUPATI KAPUAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS

NOMOR 6 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS
NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA

DINAS DAERAH KABUPATEN KAPUAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI  KAPUAS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor
28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007
tentang Juksi Penataan Organisasi Perangkat Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun
2007 tentang Juksi Penataan Organisasi Perangkat Daerah,
perlu dilakukan penataan kelembagaan yang efektif dan
efisien;

b. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Pengalihan Pajak Bumi
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan , perlu dilakukan
penyempurnaan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas
yang akan melaksanakan Pengalihan Pajak Bumi dan
Bangunan tersebut;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan
Daerah Kabupaten Kapuas tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 4 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Kabupaten Kapuas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor  3041) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3890);
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3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 5049);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan
Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  5121);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan
Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun
2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam
Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor  4194);
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor  4593);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4631);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007
tentang Juknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun
2007 tentang Juknis Penataan Organisasi Perangkat
Daerah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Kapuas
(Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2008 Nomor
2);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 4 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Kabupaten Kapuas (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas
Tahun 2008 Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS

dan
BUPATI KAPUAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS NOMOR 4
TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS DAERAH KABUPATEN KAPUAS.

Pasal  I
Beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas
Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah Kabupaten Kapuas, diubah sebagai berikut :
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1. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 47

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
pasal 46 Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis dalam dibidang
pendapatan daerah sesuai dengan kebijaksanaan yang
ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku;

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan
umum di bidang pendapatan daerah;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang
pendapatan daerah;

d. perumusan dan penetapan kebijakan operasional,
pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi
terhadap pendataan dan pendaftaran Wajib Pajak
Daerah/Wajib Retribusi Daerah dan pendataan Objek
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

e. perumusan dan penetapan kebijakan operasional,
pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi
terhadap perhitungan dan penetapan, pendapatan asli
daerah;

f. perumusan dan penetapan kebijakan operasional,
pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi
terhadap penagihan, pertimbangan dan keberatan,
angsuran Pajak Daerah, Retribusi Daerah, PBB P2 serta
penerimaan lain-lain;

g. perumusan dan penetapan kebijakan operasional,
pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi
terhadap pengembangan dan pengendalian
operasioanal penggalian potensi dan objek pendapatan
daerah;

h. Koordinasi pelaksanaan pemungutan pendapatan
daerah;

i. Penyelenggaraan pungutan pendapatan daerah;

j. Melaksanakan pengawasan pelaksanaan pungutan
pendapatan daerah;

k. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi
dinas pendapatan daerah;

l. Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian,
monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan
pendapatan daerah;

m. pembinaan dan pengendalian unit pelaksana teknis;

n. pengelolaan urusan kesekretariatan.

2. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga Pasal 48 berbunyi
sebagai berikut  :
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Pasal 48

Dinas Pendapatan Daerah, membawahkan:

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, membawahkan :

1. Sub Bagian Perencanaan;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

c. Bidang, terdiri dari :

1. Bidang Pendataan dan Pendaftaran, membawahkan:

a) Seksi Pendaftaran dan Dokumentasi;
b) Seksi Pendataan;
c) Seksi Pemeriksaan;

2. Bidang Penetapan, membawahkan :

a) Seksi Perhitungan;
b) Seksi Angsuran;
c) Seksi Penerbitan;

3. Bidang Penagihan dan Pelayanan Keberatan,
membawahkan :

a) Seksi Penagihan;
b) Seksi Penerimaan Lain-lain;
c) Seksi Pelayanan Keberatan;

4. Bidang Program Pendapatan dan Pengendalian,
membawahkan :

a) Seksi Ekstensifikasi dan Intensifikasi
Pendapatan;

b) Seksi Pembukuan, Pelaporan, pengawasan dan
pengendalian;

5. Unit Pelaksana Teknis;
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Ketentuan pada Lampiran XV Peraturan Daerah Nomor 4
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah Kabupaten Kapuas diubah sebagaimana tercantum
dalam Peraturan Daerah ini.
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Pasal  II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Kapuas.

Ditetapkan  di Kuala Kapuas
Pada tanggal  27 Juni 2013

BUPATI KAPUAS,

ttd

BEN BRAHIM S. BAHAT

Diundangkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 22  Agustus 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS,

ttd

NURUL EDY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2013 NOMOR 6
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS

NOMOR 6 TAHUN  2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS
NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA

DINAS DAERAH KABUPATEN KAPUAS

I. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah ini merupakan Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Kapuas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kapuas, yang isinya mengatur terhadap
perubahan pada Bab, Pasal, dan Ayat yang perlu untuk ditambah,
diubah dan diganti sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan saat
sekarang dan yang perlu disesuaikan dengan Peraturan Perundang-
undangan yang mengaturnya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal. I
Cukup Jelas.

Pasal. II
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS NOMOR 14


